
SALINAN

BUPATI SOPPENG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 1 TAHUN 2021

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

disertai penjelasan dan dokumen-dokumen

pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan

bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan

perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan

Umum APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang

telah disepakati  bersama antara Pemerintah Daerah

dengan DPRD pada tanggal 28 Juli 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BUPATI SOPPENG



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di  Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor  4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaiman telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6396);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor



23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia

Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2104 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5864);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6057);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6197);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

26. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 130);

27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 nomor 450), sebagaimana diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 754);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 630);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1447);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);



35. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan

Nomor : 2839/XII/TAHUN 2020 tentang Hasil Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan

Bupati Soppeng tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2021;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3

Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 76);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran

Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng

Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

Soppeng Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 111);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran

Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng

Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten

Soppeng Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 112);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6

Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012



Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Soppeng Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 121);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Soppeng 2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Soppeng Nomor 97), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun  2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng

Nomor 120);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun

2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun

2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Soppeng Nomor 125);



42. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun

2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Soppeng Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Soppeng.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai

unsur penyelanggara Pemerintah Daerah.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai

dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,

dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku

pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah.



8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak

sebagai bendahara umum daerah.

9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah

Daerah Kabupaten Soppeng selaku pengguna anggaran/pengguna

barang.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan

dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan

serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka

penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana

daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)

tahun.

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas

maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap

program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum

disepakati dengan DPRD.

13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-

PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/

kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-

SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

program, kegiatan dan anggaran SKPD.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat

DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran

badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum

Daerah.

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat

DPA-SKPD merupakan dokumen yang membuat pendapatan dan

belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh

pengguna anggaran.



17. Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan yang didirikan dan

dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

Pasal 2
APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.204.604.425.314,-

2. Belanja Daerah Rp. 1.202.604.425.314,-

Surplus/(Defisit) Rp. 2.000.000.000,-
3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Rp. 0,-

b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,-

Pembiayaan Netto Rp. (2.000.000.000,-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 0,-

Pasal 3
Pendapatan daerah sebesar Rp. 1.204.604.425.314,- (satu triliun dua

ratus empat milyar enam ratus empat juta empat ratus dua puluh lima

ribu tiga ratus empat belas rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4
(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

a sebesar Rp. 127.827.066.724,- (seratus dua puluh tujuh milyar

delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh enam ribu tujuh

ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar

Rp. 19.740.000.000,- (sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh

juta rupiah).



(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

sebesar Rp. 5.726.236.410,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam

juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 18.396.001.683,-

(delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta seribu

enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

(5) Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

sebesar Rp. 83.964.828.631,- (delapan puluh tiga milyar sembilan

ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu

enam ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 5
(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

sebesar Rp. 1.047.208.180.871,- (satu triliun empat puluh tujuh

milyar dua ratus delapan juta seratus delapan puluh ribu delapan

ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.007.504.474.000,- (satu triliun tujuh

milyar lima ratus empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu

rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b sebesar Rp. 39.703.706.871,- (tiga puluh sembilan milyar

tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh

satu rupiah).

Pasal 6
(1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf  c sebesar Rp. 29.569.177.719,- (dua puluh

sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh

puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan hibah; dan

b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

sebesar Rp. 4.938.377.719,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh

delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan

belas rupiah).

(3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar

Rp. 24.630.800.000,- (dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh

juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar

Rp. 1.202.604.425.314,- (satu triliun dua ratus dua milyar enam ratus

empat juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat belas

rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal:

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

a sebesar Rp. 867.045.286.817,- (delapan ratus enam puluh tujuh

milyar empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu

delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a

sebesar Rp. 589.877.029.747,- (lima ratus delapan puluh sembilan

milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu

tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b  sebesar Rp. 269.452.037.518,- (dua ratus enam puluh sembilan

milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu lima

ratus delapan belas rupiah).



(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar

Rp. 6.016.000.612,- (enam milyar enam belas juta enam ratus dua

belas rupiah).

(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

sebesar Rp. 1.700.218.940,- (satu milyar tujuh ratus juta dua ratus

delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 9
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

b sebesar Rp. 216.437.043.588,- (dua ratus enam belas milyar empat

ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu lima ratus delapan

puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan

e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a

sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf  b sebesar Rp. 55.625.332.619,- (lima puluh lima milyar

enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam

ratus sembilan belas rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf  c sebesar Rp. 111.339.378.355,- (seratus sebelas

milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh

delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf  d sebesar Rp. 49.092.932.614,- (empat puluh sembilan

milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu

enam ratus empat belas rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf  e sebesar Rp. 79.400.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat

ratus ribu rupiah).



Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf c sebesar Rp. 2.113.580.939,- (dua milyar seratus tiga belas juta

lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan

rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11
(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf d sebesar Rp. 117.008.513.970,- (seratus tujuh belas milyar

delapan juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh

rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a

sebesar Rp. 2.582.540.470,- (dua milyar lima ratus delapan puluh

dua juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh

rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf  b sebesar Rp. 114.425.973.500,- (seratus empat belas milyar

empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu

lima ratus rupiah).

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal

12 huruf  a sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Pasal 14
(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf b sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

yang terdiri atas penyertaan modal daerah.



(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 15
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja

daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan

terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua

milyar rupiah).

Pasal 16
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah

Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan

dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam

perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021, dengan

tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan

peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan

dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. bencana lama, bencana non alam, bencana sosial dan/atau

kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat

wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan

perundang-undangan; dan/atau



d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah

dan/atau masyarakat.

Pasal 17
Uraian lebih lanjut Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 di atas, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1 Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklafisifikasi Menurut

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

2 Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3 Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan;

4 Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta

Keluaran;

5 Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan

dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah

dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Daerah;

6 Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7 Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan

Rancangan APBD;

8 Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan

Rancangan APBD;

9 Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan

Program Prioritas Daerah;

10 Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

11 Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;



11 Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi

Daerah Lainnya;

11 Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain Tahun

Anggaran 2021;

11 Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;

15 Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

16 Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur akan dilakukan

oleh Pusat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada Bab (3) Pasal (6)

ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan Pemerintah Daerah juga akan

Melaksanakan Pemutakhiran Tersebut.

Pasal 19
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur akan dilakukan

Pemerintah Daerah, dan akan mengalami Perubahan pada Peraturan

Daerah Ini dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran berdasarkan Hasil

Pemutakhiran Oleh Menteri Dalam Negeri yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20
Hasil Pemutakhiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

disampaikan pada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk

Diketahui.

Pasal 21
Penjabaran lebih lanjut APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021

yang merupakan landasan operasional pelaksanaannya ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.



Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI

SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.011.198.20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM


